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WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN  WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 619 TAHUN 2013619 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 867 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN

DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah telah
diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 867
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Bandung Nomor 272 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung
Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah, namun dalam perkembangannya telah terbit
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung,
dimana nomenklatur Dinas Pendapatan Kota Bandung
berubah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung,
dan untuk itu Peraturan Walikota Bandung Nomor 867
Tahun 2010 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat ...
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan
dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Bandung Nomor 272 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 867
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung
Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 46)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Bandung Nomor 272 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota
Bandung Tahun 2013 Nomor 12) , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh)
diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota

Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Bandung.
6. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak

Kota Bandung.
7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau  badan   yang   bersifat   memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

9. Pemungutan …
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9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak,
penetapan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta
pengawasan penyetorannya.

10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan
sebagai penghargaan kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan Pajak.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Insentif diberikan kepada Dinas Pelayanan Pajak
selaku Instansi pelaksana pemungut pajak.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
proporsional dibayarkan kepada:
a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai

penanggung jawab pengelolaan keuangan
daerah;

b. Sekretaris Daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah;

c. Pejabat dan pegawai pada Dinas Pelayanan
Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-
masing; dan

d. Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah
Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b,
dan huruf c paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji
pokok dan tunjangan yang melekat.

(2) Penetapan...



5

(2) Penetapan besaran pembayaran insentif disesuaikan

dengan kemampuan keuangan daerah dan

ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

(3) Besaran pembayaran insentif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d paling

tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besanya insentif

yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6

untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dinas Pelayanan Pajak menyusun penganggaran

insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak

langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja

pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak

daerah serta rincian objek belanja pajak daerah.

5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal,

yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1) Ketentuan Pembayaran Insentif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7

dibayarkan atas kinerja pencapaian target

penerimaan pajak mulai triwulan II Tahun Anggaran

2013.

(2) Kinerja tertentu berdasarkan target penerimaan

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),

mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2013.

Pasal II ...
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 2 Juli 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Juli 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 437

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH
Pembina TK. I

NIP. 19610625 198603 1 008


